SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315
ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar
bersama Bupati Tanah Datar telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-
981-2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 tidak Dbertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

o

Mengingat ...



Mengingat

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Deerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang A



11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5¢ Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan = Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Iadonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pernmungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

19. Peraturan ..."



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

b
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KFeuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan keemapat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 986);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

35. Peraturan 'V



35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4
Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B )
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1
Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tenat Datar Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2
Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahar kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2018 Nomor 4);

42, Peraturan . (\‘



42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

berikut:

1.
2

3.

(1)

Pendapatan Rp. 1.335.524.131.522,43
Daerah
Belanja Daerah Rp. 1.458.450.548.635,74

Surplus/defisit (Rp. 122.926.417.113,31)

Pembiayaan

a.
b.

Penerimaan Rp. 122.926.417.113,31

Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 122.926.417.113,31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun (Rp 0,00)
Berkenaan:

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
terdiri dari :

a.
b.
C.

pendapatan asli daerah sejumlah Rp.165.000.447.832,43
dana perimbangan sejumlah Rp.992.118.632.690,00
lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp.178.405.051.000,00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
C.

d.

pajak daerah sejumlah Rp. 25.241.406.462,43

retribusi daerah sejumlah Rp. 13.609.593.850,00

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.19.288.719.850,00

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp.106.860.727.670,00

(3) Dana “/



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp.12.670.268.690,00
b. dana alokasi umum sejumlah Rp.722.686.294.000,00
c. dana alokasi khusus sejumlah Rp.256.762.070.C00,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. hibah sejumlah Rp.42.251.200.009,00
b. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah Lainnya
sejumlah Rp.45.656.288.000,00
c. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.90.497.563.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri
dari :
a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.895.477.134.382,00
b. belanja langsung sejumlah Rp.562.973.414.253,74

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

belanja pegawai sejumlah Rp.642.811.919.037,00

belanja hibah sejumlah Rp.53.415.222.525,00

belanja bantuan sosial sejumlah Rp.6.187.050.000,00

belanja bagi hasil kepada pemerintahan Nagari sejumlah

Rp.4.583.316.300,00

e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Pemerintahan Nagari
dan Partai Politik sejumlah Rp.178.479.626.520,00

f. Dbelanja tidak terduga sejumlah Rp.10.000.000.000,00

g0 o &

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. belanja pegawai sejumlah Rp. 6.240.855.030,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 372.624.353.511,74
c. belanja modal sejumlah Rp. 184.108.205.712,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
terdiri dari :
a. penerimaan sejumlah Rp. 122.926.417.113,31
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
122.926.417.113,31

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LampiranI ...



s L

10.

11,

12.
13.

(1)

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
: daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII Daftar piutang daerah;
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII  Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu

kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau

d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja
tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara :

a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak. (\f

(6) Kriteria .o



6)

(9)

(10)

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup :

a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat; dan/atau

c.peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
diantaranya :

a. perbaikan sekolah yang terkena bencana; atau

b. perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung
pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
diantaranya :

a. biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin/tidak mampu
pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah;

b. biaya berobat keluarga miskin/tidak mampu;

c. biaya perkara atas gugutan yang diajukan kepada Pemerintah
Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dibayar
dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan
pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah;

d. pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang
anggarannya tidak mencukupi pada Dokumen Pelaksanaan
Anggara Perangkat Daerah;

e. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau APBD Provinsi yang mempersyaratkan
anggaran pendukung dan/atau pendampingnya dianggarkan dalam
APBD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c

diantaranya :

a. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban
bencana yang lahan pertaniannya mengalami kerusakan atau gagal
panen akibat bencana alam yang tidak termasuk kategori tanggap
darurat; atau

b. bantuan kerugian akibat kebakaran dan bencana alam yang tidak
termasuk kategori tanggap darurat.

Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah
ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7 (\f



Pasal 7

Bupaii menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasicnal pelaksanaan
APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2019
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